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PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

|. DATA PRIBADI Jakarta,19 Oktober 2015

1. Nama . : JOHAN YUSTISIANTO, S.Sos, M.Si. MENGETAHUI, DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
2. Jabatan :KEPALA SUB BAGIAN - SARANA DAN PRASARANA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN PEMERIKSAAN LHKPN

- PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI DEPUTI PLH. DIREKTUR
3. NHK : 111596

4. Tempat & Tanggal Lahir  : MALANG, 14 April 1977

5. Alamat Kantor 2JIl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6, JAKARTA

PUSAT M_
6. Tanggal Pelaporan : 12 Nopember 2012, 6 Nopember 2014 -
PAHALA NAINGGOLAN ) RIKA KRISDIANAWATI

Status Laporan
12 Nopember 20712 6 Nopember 2014

il. DATA HARTA

‘A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 168.060.000 | Rp. 168.060.000

(TANAH DAN BANGUNAN)
1. Tanah & Bangunan seluas 115 m2 Rp. 168.060.000( Rp. - 168.060.000
& 60 m2, di Kota DEPOK, yang
berasal dari HASIL SENDIRI,
perolehan tahun 2008
B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. 7.500.000( Rp. 7.500.000

DAN MESIN LAINNYA

1. Motor, merk HONDA, tahun Rp. 7.500.000) Rp. 7.300.000
pembuatan 2008, yang

berasal dari HASIL SENDIRI,

perolehan tahun 2008 .

b. PETERNAKAN, : - B

PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

c. HARTA BERGERAK — —
LAINNYA
C. SURAT BERHARGA — —

D. GIRO DAN SETARA KAS Rp. 304.261.485 | Rp. 100.346.250

LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI Rp. 304.261.485| Rp. 100.346.250
(Penghapusan Data Karena
Dikonsumsi, Perubahan atas data
yang dilaporkan sebelumnya)

E. PIUTANG - —

TOTAL HARTA (1) Rp. 479.821.485| Rp. 276.906.260

. HUTANG Rp. 151.655,000 _ ——

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN Rp. 151.655.090 —
UANG (Penghapusan atas data .
dilaporkan sebelumnya karena
lunas)

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (Il  Rp. 328.168.395 | Rp. 275.906.250
)

NHK 111596

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai vang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dén tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa
harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



